
 

 

 

BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR 236 TAHUN 2025 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN TUMPANG 

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan 

Minimal Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan 

Tumpang pada Dinas Lingkungan Hidup; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah         

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,       

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965          

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan        

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12            

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan                

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan              

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020                 

Nomor 1781); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9         

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Regional 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022   

Nomor 7 Seri D); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 

Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali,        

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2018 Nomor 2 Seri D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 7 Seri B), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2025 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 

Nomor 8 Seri B); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang 

Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2024 Nomor 1 Seri D); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 7 Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 5 Seri D); 

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 47 Seri C); 

19. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan 

Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah 

Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 2 Seri C); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 

TUMPANG PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 

3. Bupati adalah Bupati Malang. 

4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. 
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5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Malang. 

6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Tumpang 

selanjutnya disingkat UPT PP Tumpang adalah Unit 

Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Tumpang  

pada Dinas. 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT PP Tumpang 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan 

sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah 

pada umumnya. 

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 

9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari 

tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan 

pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana 

pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan 

pelayanan dasar. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan 

keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat 

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa 

mencari keuntungan dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

12. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi 

organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang 

baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, 

berkesinambungan dan berdaya saing. 

13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat. 

14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang 

akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan 

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 
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15. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang 

dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis 

atau tata cara pemenuhan standar. 

16. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam 

rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar 

yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat secara 

minimal. 

17. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan 

kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta 

pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar 

sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak. 

18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Dinas untuk menghasilkan keluaran 

dalam rangka mencapai hasil suatu program. 

19. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya    

yang telah ditetapkan untuk dicapai. 

20. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya 

disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke 

tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat 

pengolahan sampah terpadu. 

21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, 

yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan 

rencana kerja dan anggaran Dinas. 

22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA 

adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan 

sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia 

dan lingkungan. 

23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya 

disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke 

tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat 

pengolahan sampah terpadu. 

24. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah 

tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 

pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang pada 

skala kawasan. 
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25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya 

disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran 

ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 

26. Stasiun Peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, 

adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat 

angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota 

yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 kilometer 

yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. 

27. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat 

masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, 

melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga 

materi organik hasil proses dekomposisi biologis. 

28. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok, orang dan/atau 

korporasi yang berbentuk badan hukum atau bukan          

badan hukum. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Pasal 2 

 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

pedoman dalam upaya pencapaian Target SPM pada UPT PP 

Tumpang. 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai: 

1. mengintegrasikan pelayanan minimal Penerapan SPM        

pada UPT PP Tumpang untuk meningkatkan kecepatan, 

kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan 

pelayanan kepada Masyarakat; dan 

2. memantau dan mengevaluasi kegiatan upaya pencapaian 

Target SPM pada UPT PP Tumpang. 
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BAB III 

DOKUMEN SPM PADA UPT PP TUMPANG 

 

Pasal 4 

 

(1) Sistematika dokumen SPM pada UPT PP Tumpang,  

sebagai berikut: 

a. Pendahuluan; 

b. Jenis pelayanan; 

c. Analisis mutu pelayanan; 

d. Rencana pencapaian; 

e. Pembinaan dan pengawasan; dan 

f. Penutup. 

(2) Rincian SPM pada UPT PP Tumpang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari            

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal 23 Desember 2025 
 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

SANUSI 

 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal 23 Desember 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, 

 

ttd. 

 

BUDIAR 
 

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2025 Nomor 236 Seri C 


